SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daezphlek
daerah perlu di bantu oleh perangkat daerah yamatda
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PeraRearerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkataba
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan
dengan peraturan daerah ;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 nignta
Pembentukan, Sususan Organisasi dan Tata Kerjataeat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesatiBa
perlu dilakukan penataan kembali dengan berpedqrada
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman slichglada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan teeaa
Daerah tentang, Organisasi dan Tata Kerja Sekaet@aewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indanes
Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telabat
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3890



Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran rdega
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4250 );

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telabat
perama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggatdinghn
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548), kedua dengan Undang— Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadom
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik &sian
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tgntan
Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik hedoa
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 rignta
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemeintahan Daera
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );



9. Peraturan Pemrintah Nomor 41 Tahun 2007 tgntan
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Irekia Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataann3es
Perangkat Daerah.

11. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nof@®iTahun
2009 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tataa Kerj
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan X PERATURAN DAERAH TENTANG, ORGANISASI DAN

TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI| BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesaBgang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah #sp8ulawesi Barat sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerabh;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkaalibaebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urwmaeriptahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugasgmguam dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara tk@saRepublik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasardBggublik Indonesia Tahun
1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Guberramgmnyelenggaraan pemerintahan
daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sake¢tDPRD, Dinas Daerah, Inspektorat
Daerah, Badan Pembangunan, Penelitian dan Penggarb&erta Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sulawesi Barat;

7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan PerwakRkyat Daerah Provinsi Sulawesi
Barat;

8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan PerwaKkkyat Daerah Provinsi Barat;

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menumukkgas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sig@hdahngka menjalankan tugas

pokok dan fungsi keahlian dan / atau keterampitgnkumencapai tujuan organisasi;

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretaf®D Provinsi Sulawesi Barat;

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 3
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terh&@fRRD Provinsi, dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang secara teknis operasi@natid dibawah dan bertanggung jawab
kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif hggizng jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerabh;

Tugas

Pasal 4
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakdmingtrasi kesekretariatan,
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tieyagungsi DPRD, dan menyediakan
serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperldtan DPRD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah;



